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ABSTRACT 
 
 
Indonesia had signed treaty with Japan on October 6, 2011 to built PLTU powered 2000 MW. 
If this project maintain annually, PLTU Batang produce 10,8 million tons carbon emission and 
226 kilograms mercury which can cause acid rain. Thousand Batang citizens and Greenpeace 
did some actions from local area to the capital city. This problem then researched with 
explanative-qualitative method, based on civil society as basic argument and synthesis theory 
from international system, Non-Governmental Organization (NGO), civil society, government 
policy, and decision making. Based on theoretical approach, we can hypothize which confirm 
that Greenpeace as NGO can influence government policy in building PLTU in Batang. Civil 
society consist from an international system. International system has two actors, state and 
non-state (individual, organization, and group). Greenpeace is a non-state civil society in 
international system. Civil society realized with the participation of Batang citizens. In the 
end, President Susilo Bambang Yudhoyono launched Perpres to delay PLTU building until 
2014. 
 
Keywords: Civil Society, NGO, government policy, decision making 
 
Indonesia telah menandatangani perjanjian dengan Jepang pada 6 Oktober 2011 untuk 
pembangunan PLTU berkekuatan 2000 MW. Jika proyek besar ini tetap berlangsung maka 
dalam per tahun PLTU batang menyumbang emisi karbon 10,8 juta ton dan 226 kilogram 
merkuri yang dapat menyebabkan hujan asam. Ribuan warga Batang serta Greenpeace 
berulang kali melakukan aksi memulai dari wilayah setempat hingga menuju Jakarta di 
pusat pemerintahan. Permasalahan tersebut kemudian diteliti dengan menggunakan metode 
eksplanatif-kualitatif dengan mengambil pandangan dasar civil society sebagai dasar 
argumen dan sintesis teori dari teori sistem internasional, Non Governmental Organization 
(NGO), konsep civil society, kebijakan pemerintah, dan decision making. Dari pendekatan 
teoritik yang dimunculkan, bisa ditarik jawaban sementara yang pada dasarnya 
mengonfirmasi bahwa Greenpeace sebagai NGO dapat mempengaruhi perubahan kebijakan 
pemerintah dalam pembangunan PLTU di Batang. Civil society terbentuk dari sebuah sistem 
internasional. Sistem internasional memiliki aktor yaitu state dan non state, di dalam non 
state terdiri dari individu, organisasi, dan grup. Greenpeace merupakan perwujudan civil 
society non state yang berada di dalam sistem internasional. Civil society juga diwujudkan 
dengan adanya partisipasi masyarakat Batang. Pada akhirnya Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono mengeluarkan Perpres menunda pembangunan PLTU hingga 2014. 
 
Kata Kunci: Civil Society, NGO, kebijakan pemerintah, pembuatan keputusan 
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Pendahuluan 
 
Greenpeace memiliki landasan prinsip dan nilai-nilai dasar yang tercermin dalam 
setiap aksi kampanye lingkungan Greenpeace, di seluruh dunia. Prinsip tersebut 
pertama melakukan aksi atas kerusakan lingkungan dengan cara yang damai tanpa 
kekerasan, yang kedua adalah menggunakan konfrontasi tanpa kekerasan untuk 
meningkatkan perhatian dan debat publik mengenai isu lingkungan, yang ketiga adalah 
dalam mengekspos ancaman terhadap lingkungan dan mencari solusi Greenpeacetidak 
memiliki sekutu permanen ataupun lawan, yang keempat adalah menjamin 
independensi sumber keuangan dari kepentingan politik atau komersial, yang kelima 
adalah mencari solusi untuk mempromosikan secara luas dan menginformasikan 
perkembangan dari pilihan untuk lingkungan di sekitar masyarakat. Dalam 
mengembangkan strategi kampanye dan kebijakan, Greenpeace menaruh perhatian 
besar untuk mencerminkan dasar untuk menghormati prinsip-prinsip demokratis dan 
untuk mencari solusi dalam meningkatkan keadilan secara global. 
 
Indonesia telah menandatangani perjanjian dengan Jepang pada 6 Oktober 2011 untuk 
pembangunan PLTU berkekuatan 2000 MW. Lokasi yang dipilih adalah Jawa Tengah 
yang akan dibangun PLTU terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan tersebut 
berlangsung di wilayah Batang, PLTU ini menelan biaya sekitar US$4 miliar. Jika 
proyek besar ini tetap berlangsung maka dalam per tahun PLTU batang menyumbang 
emisi karbon 10,8 juta ton dan 226 kilogram merkuri yang dapat menyebabkan hujan 
asam. Tidak hanya mengancam lingkungan pembangunan PLTU juga berdampak pada 
mata pencaharian warga Batang sekitar terutama nelayan dan petani. 
 
Proyek PLTU Jawa Tengah merupakan proyek skala besar pertama dengan nilai 
investasi lebih dari Rp 30 Triliun, sekaligus proyek pertama yang dilaksanakan 
berdasarkan peraturan presiden No. 67 tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah 
dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Disamping itu,  proyek ini juga 
merupakan salah satu proyek yang turut dimasukkan di dalam Masterplan Percepatan 
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) yang telah dicanangkan oleh 
pemerintah pada tahun 2010. Pemberian Jaminan Pemerintah (PJP) untuk proyek 
PLTU Jawa Tengah merupakan langkah maju dalam proses pembangunan 
infrastruktur di Indonesia karena terdapat skema penjaminan baru yang lebih 
transparan dan akuntabel melalui PT PII sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal 
pemerintah. Konsorsium J-Power, Ithocu dan Adaro adalah pemenang tender proyek 
PLTU Jawa Tengah 2×1000 MW pada tanggal 17 Juni 2011 yang selanjutnya telah 
membentuk PT Bhimasena Power Indonesia sebagai entitas pelaksana proyek. 
 
Ribuan warga Batang Provinsi Jawa Tengah yang tergabung dalam Paguyuban Rakyat 
Batang Berjuang Untuk Konservasi, berulang kali melakukan aksi memulai dari 
wilayah setempat hingga menuju Jakarta di pusat pemerintahan. Aksi tersebut 
dilakukan salah satu alasannya adalah pengajuan gugatan ke PTUN terhadap 
keputusan bupati Batang No. 523/194/2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman 
Pesisir Ujungnegoro-Roban. Dalam aksi ini, warga Batang mendesak agar Bupati 
Batang mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan warganya diatas kepentingan 
investor PLTU Batubara. Dalam aksinya, warga Batang yang didukung oleh aktivis dari 
LBH Semarang dan Greenpeace Indonesia kembali menegaskan penolakan mereka 
terhadap rencana pembangunan PLTU Batubara di Kawasan Konservasi Laut Daerah 
Ujungnegoro-Roban, Kabupaten Batang. 
 
Berdasarkan fenomena dan peristiwa latar belakang diatas, tulisan ini membahas 
mengenai ancaman yang akan terjadi di wilayah Jawa Tengah, yaitu di Batang. 
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Ancaman perubahan iklim lingkungan terjadi jika pembangunan PLTU 
dilanjutkan.Penolakan dari Greenpeace juga didukung oleh ribuan masyarakat Batang 
untuk menolak dibangunnya PLTU di wilayah tersebut. Sehingga ada sebuah 
permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yakni peranan Greenpeace dalam 
perubahan kebijakan pembangunan PLTU di Batang tahun 2011- 2013. 
 
 
Pembahasan 
 
Proyek Pembangkit listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1000 MW telah memiliki 
dokumen pelaksanaan dan penjaminan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 
Jawa Tengah 2x1000 MW yang ditandatangani di kantor Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian di Jakarta. PLTU Jawa Tengah ini merupakan proyek yang 
dipersiapkan dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Acara 
penandatanganan kontrak KPS PLTU Jawa Tengah dihadiri oleh Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur  
(KKPPI), Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur 
Jawa Tengah, Bupati Batang dan Duta Besar Jepang, Dirut PT PLN (Persero), Dirut PT 
Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), CEO J-Power, CEO Itochu, CEO PT 
Adaro,  serta undangan yang mewakili berbagai institusi terkait. Dokumen yang 
ditandatangani pada 6 Oktober 2011 terkait Proyek KPS PLTU Jawa Tengah, yaitu (1) 
Perjanjian Jual Beli Listrik (Power Purchase Agreement) antara PT. PLN (Persero) 
dengan pihak pengembang listrik swasta PT Bhimasena Power Indonesia/”PT BPI”; (2) 
Perjanjian Penjaminan (Guarantee Agreement) antara Menteri Keuangan RI dan PT 
PII (Persero) sebagai penjamin, dengan pihak pengembang listrik swasta PT BPI; (3) 
Perjanjian Regres (Recourse Agreement) antara Menteri Keuangan RI sebagai 
penjamin dengan PT PLN (Persero); (4) Perjanjian Regres (Recourse Agreement) 
antara PT PII (Persero) sebagai penjamin dengan PT PLN (Persero); (5) Sponsor 
Agreement untuk pengembangan proyek antara J-Power, Itochu dan Adaro.  
 
Proyek PLTU Jawa Tengah ini merupakan proyek skala besar pertama dengan nilai 
investasi  lebih dari Rp 30 Triliun, sekaligus proyek pertama yang dilaksanakan 
berdasarkan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah 
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Pada tahun 2006, Pemerintah 
telah menetapkan proyek PLTU Jawa Tengah sebagai salah satu proyek yang  turut 
dimasukkan di dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 
(MP3EI) dan juga telah dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 2010. 
Penandatanganan dokumen proyek ini telah membuktikan bahwa skema yang 
didasarkan pada proses yang terbuka, kompetitif, transparan dan akuntabel dapat 
dilakukan di Indonesia. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa apabila proses 
pengadaan proyek dijalankan sesuai dengan prinsip yang sudah ditentukan, maka bisa 
didapatkan layanan infrastruktur dengan kualitas yang lebih bagus, lebih andal dan 
lebih efisien sehingga bisa memberikan dampak yang baik untuk negara, khususnya 
terhadap APBN. Proyek ini mendapatkan Penjaminan Pemerintah dengan 
menggunakan skema penjaminan bersama antara Pemerintah dan PT Penjaminan 
Infrastruktur Indonesia  (Persero) yang memperoleh mandat berdasarkan Peraturan 
Presiden No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek 
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha 
Penjaminan Infrastruktur. Penjaminan untuk proyek PLTU Jawa Tengah mencakup 
kewajiban-kewajiban finansial PLN tertentu dalam Power Purchase Agreement (PPA), 
yang di antaranya termasuk kewajiban finansial PLN terkait pembelian listrik bulanan 
dari Independent Power Producer (IPP).  Pemberian Jaminan Pemerintah untuk 
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Proyek PLTU Jawa Tengah merupakan langkah maju dalam proses pembangunan 
infrastruktur di Indonesia karena terdapat skema penjaminan baru yang lebih 
transparan dan akuntabel melalui PT PII sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal 
pemerintah. 
 
Konsorsium J-Power, Ithocu dan Adaro adalah pemenang tender proyek PLTU Jawa 
Tengah 2x1000 MW pada tanggal 17 Juni 2011 yang selanjutnya telah membentuk PT 
Bhimasena Power Indonesia sebagai entitas pelaksana proyek. Skema yang akan 
diterapkan di dalam proyek ini adalah Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) dengan 
masa konsesi selama 25 tahun. Proyek ini diperkirakan mulai beroperasi komersial 
(Commercial Operation Date/COD) pada akhir 2016. Sementara teknologi yang 
digunakan memiliki tingkat efisiensi dan emisi karbon lebih baik dari pembangkit batu 
bara yang dimiliki PLN saat ini sehingga merupakan PLTU ramah lingkungan. Di 
samping itu PLTU Jawa Tengah nantinya akan memanfaatkan pasokan batu bara 
nasional berkalori rendah. Hal ini akan membantu PLN menurunkan biaya pokok 
produksi (BPP) dan menurunkan subsidi pemerintah kepada PLN  
 
Batu bara merupakan sumber energi dari bahan alam yang tidak akan membusuk, 
tidak mudah terurai berbentuk padat. Oleh karenanya rekayasa pemanfaatan batu bara 
ke bentuk lain perlu dilakukan.Pemanfataan yang diketahui biasanya adalah sebagai 
sumber energi bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara, sebagai bahan bakar 
rumah tangga (pengganti minyak tanah) biasanya dibuat briket batu bara, sebagai 
bahan bakar industri kecil; misalnya industri genteng/bata, industri keramik. 
 
Ada beberapa faktor yang menjadi alasan batu bara digunakan sebagai sumber energi 
alternatif, yaitu (1) cadangan batu bara sangat banyak dan tersebar luas. 
Diperkirakan terdapat lebih dari 984 milyar ton cadangan batu bara terbukti (proven 
coal reserves) di seluruh dunia yang tersebar di lebih dari 70 negara seperti Amerika, 
Eropa, Cina, Rusia, dan lainnya. Kedua adalah negara-negara maju seperti pada tabel 
dibawah Amerika, Eropa, Rusia dan negara-negara berkembang terkemuka yang 
memiliki banyak cadangan batu bara adalah Cina, Asia Timur, Asia Selatan.Ketiga 
adalah batu bara dapat diperoleh dari banyak sumber di pasar dunia dengan pasokan 
yang stabil. Keempat adalah harga batu bara yang murah dibandingkan dengan minyak 
dan gas. Kelima adalah batu bara aman untukditransportasikan dan disimpan. Keenam 
adalah batu bara dapat ditumpuk di sekitar tambang, pembangkit listrik, atau lokasi 
sementara. Ketujuh adalah teknologi pembangkit listrik tenaga uap batu bara sudah 
teruji dan handal. Kedelapan adalah kualitas batu bara tidak banyak terpengaruh oleh 
cuaca maupun hujan. Terakhir yaitu pengaruh pemanfaatan batu bara terhadap 
perubahan lingkungan sudah dipahami dan dipelajari secara luas, sehingga teknologi 
batu bara bersih (clean coal technology) dapat dikembangkan dan diaplikasikan. 
 
Sejak 2006, Pemerintah Indonesia telah mengejar program percepatan infrastruktur 
energi, dengan namaFast Track I, dengan menargetkan lebih dari 16 GW tenaga listrik 
bertenaga batu bara. Pada tahun 2010, pemerintah mengumumkan fase kedua 
program ini yaitu, FastTrack II, untuk mengembangkan tambahan energi yang 
dibangkitkan sebesar 10 GW. Selain proyek-proyek PLTU batu bara, Fast Track II juga 
termasuk insentif dan proyek-proyek prioritas yang ditujukan pada energi panas bumi. 
 
Masterplan Pemerintah Indonesia untuk infrastruktur juga termasuk proyek untuk 
jaringan kereta api batu bara dan pelabuhan yang bertujuan untuk meningkatkan 
ekspor batu bara Indonesia. Indonesia sudah merupakan eksporter batu bara terbesar 
di dunia melampaui Australia pada 2011. Meningkatnya ekspor batu bara Indonesia 
mendorong ekspansi PLTU batu bara di seluruh Asia, terutama di India dan Vietnam, 
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yang sangat bergantung pada batu bara Indonesia. Untuk mendukung pembangunan 
infrastruktur Pemerintah Indonesia, termasuk program percepatan energi Fast Track, 
sejak 2007 Bank Dunia telah memberikan empat Pinjaman Kebijakan Pembangunan 
Infrastruktur (Infrastructure Development Policy Loans, IDPL) yang bernilai US$850 
juta. Inti dari IDPL Bank Dunia adalah konseptualisasi dan dimulainya dua fasilitas 
pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pendanaan jangka panjang 
untukproyek-proyek infrastruktur yaitu Dana Penjaminan Infrastruktur Indonesia 
(Indonesia InfrastructureGuarantee Fund, IIGF) dan Fasilitas Pendanaan 
Infrastruktur Indonesia (Indonesia InfrastructureFinancing Facility, IIFF).IIGF diberi 
mandat oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikanjaminan bagi 
proyek-proyek infrastruktur di bawah skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS, 
public-privatepartnership).Dalam kasus pembangkit listrik, IIGF mendukung proyek-
proyek Fast Track Pemerintah Indonesia.Penjaminan IIGF memberikan asuransi 
dengan biaya lebih rendah dan dengan tenor lebih panjang dibandingkan asuransi 
komersial. 
 
Dengan menutup hampir semua risiko yang terkait dengan proyek-proyek 
infrastruktur dengan biaya lebih rendah, penjaminan IIGF dapat menjadikan proyek-
proyek infrastruktur yang tadinya tidak laik secara finansial menjadi proyek-proyek 
menarik bagi investor swasta dan proyek yang bernilai kredit baik bagi bank.Walau 
modal IIGF sendiri terbatas, penjamin bersama (co-guarantor) dan fasilitas tersedia 
(standby facility) sebesar kira-kira US$480 juta memperluas jangkauan modal 
tersebut. 
 
IIGF yang didukung Kelompok Bank Dunia memberikan penjaminan 33,9 juta dolar 
Amerika Serikat untuk risiko yang terkait dengan proyek PLTU batu bara senilai 4 
milyar dolar Amerika Serikat tersebut. Penjaminan IIGF memberikan tenor 16 tahun 
untuk ekuitas dan 21 tahun untuk utang, tenor yang jauh lebih panjang dibandingkan 
yang diberikan secara komersial.Proyek PLTU Jawa Tengah adalah PLTU berkapasitas 
2000 megawatt di Batang, Jawa Tengah. Bila selesai, proyek ini akan menjadi salah 
satu PLTU batu bara terbesar di Asia Tenggara. Mengingat ukuran proyek yang sangat 
besar, perlu bagi Kementrian keuangan untuk menambahkan IIGF tambahan 
penjaminan pemerintah. J-Power dan Itochu Corporation dari Jepang dan Adaro 
Power dari Indonesia memenangkan tender kontrak 25 tahun untuk membangun, 
memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan (build,own, operate and transfer) 
fasilitas baru di Jawa Tengah ini. Proyek ini termasuk PLTU 2000 megawatt dan 
fasilitas transmisinya. Konsorsium ini telah mendapatkan pinjaman dari Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) 
untukmendanai proyek bernilai US$4 milyar tersebut.97 Tahap akhir pendanaan 
proyek ini yang menetapkan bahwa semua kesepakatan pendanaan ditandatangani dan 
semua persyaratan keuangan dipenuhi sebelum transfer dana dimulai adalah tanggal 6 
Oktober 2013. 
 
Pemerintah telah mempersiapkan pembangunan PLTU batu bara di Batang dengan 
adanya perjanjian dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Instansi, institusi 
dan perusahaan asing yang terkait adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), Menteri 
Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, MenteriEnergi dan Sumber Daya 
Mineral, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Jawa Tengah, 
Bupati Batang dan Duta Besar Jepang, Dirut PT.PLN (Persero), Dirut PT Penjaminan 
Infrastruktur Indonesia (Persero), CEO J-Power, CEO Itochu, CEO PT 
Adaro.Pemerintah juga telah mempersiapkan kebijakan Perpres dan Inpres tentang 
batu bara yang dicairkan sebagai bahan bakar alternatif. Batu bara cair memiliki 
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beberapa kelebihan diantaranya harga produksi lebih murah dibanding minyak bumi, 
serta teknologi pengolahannya lebih ramah lingkungan. Investor akan tertarik 
menanamkan investasi dalam pembangunan PLTU di Batang dengan adanya insentif 
dari pemerintah. Insentif tersebut di antaranya adalah insentif pajak serta skema harga 
batu bara, mengenai insentif pemerintah telah dirumuskan dalam Inpres No. 2/2006. 
Bank Dunia turut memberikan pinjaman kebijakan pembangunan untuk mengejar 
program percepatan infrastruktur energi. Bank Dunia juga berperan sebagai penasihat 
transaksi selama proyek berlangsung hingga selesai. 
 
Melalui Perpres No. 71 Tahun 2006 PLN (Persero) sebagai pemegang kuasa usaha 
ketenagalistrikan diberi tugas mempercepat energi non BBM dengan pembangkit 
listrik yang menggunakan batu bara siap beroperasi tahun 2009. Penyelesaian 
perizinan, AMDAL, pembebasan tanah, kompensasi jalur transmisi, pengadaan tanah 
diselesaikan dalam waktu maksimal 120 harinamun yang terjadi di lapangan hingga 
satu tahun setelah perjanjian ditandatangani pembebasan lahan, dan lainnya belum 
selesai. Perpres kemudian dirubah menjadi Perpres No. 59 Tahun 2009, menyangkut 
lokasi, pelaporan dan target realisasi.Salah satu lokasi PLTU batu bara adalah 
Ujungnegoro Batang dengan kapasitas 2x1.000 MW. 
 
Ribuan warga Batang Provinsi Jawa Tengah yang tergabung dalam Paguyuban Rakyat 
Batang Berjuang Untuk Konservasi, melakukan aksi demo pada 4 September 2011 di 
depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.Aksi tersebut dilakukan 
bersamaan dengan pengajuan gugatan ke PTUN terhadap Keputusan Bupati Batang 
No. 523/194/2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban. 
Dalam aksi ini, warga Batang mendesak agar Bupati Batang mengutamakan 
keselamatan dankesejahteraan warganya diatas kepentingan investor PLTU Batu bara. 
Dalam aksinya, warga Batang juga didukung oleh aktivis dari Greenpeace dan LBH 
Semarang kembali menegaskan penolakan mereka terhadap rencana pembangunan 
PLTU Batu bara di Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban, Kabupaten 
Batang. Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban, Batang, telah 
ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut Daerah melalui  Peraturan Pemerintah 
Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional Lampiran VIII Nomor Urut 313, dan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RT/RW Provinsi Jawa Tengah. Keputusan 
Bupati Batang No.523/194/2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir 
Ujungnegoro-Roban untuk lokasi pembangunan PLTU Batu bara, jelas bertentangan 
dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN, dan Perda 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 
tahun 2009-2029. 
 
Greenpeace juga mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka 
mendesak agar KKP tidak memberikan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 
Uap (PLTU) Batu bara di Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-
Roban, Batang, Jawa Tengah. Greenpeace meminta KKP menggunakan wewenangnya 
untuk menyelamatkan nasib ribuan nelayan yang menggantungkan mata pencarian 
mereka dari kawasan konservasi.Dalam aksinya, puluhan aktivis Greenpeace 
melakukan aksi teatrikal dengan membawa replika perahu raksasa yang kandas beserta 
nelayan dan petani yang harus mengalami kehancuran mata pencaharian akibat PLTU 
tersebut yang dibangun di daerah tangkapan ikan dan lahan pertanian yang produktif. 
Kawasan konversi laut daerah pantai Ujungnegoro-Roban, telah ditetapkan sebagai 
taman wisata alam laut daerah melalui peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008. 
 
Pengalihan kawasan jelas melanggar undang-undang dan mengancam nasib ribuan 
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masyarakat Batang yang menggantungkan hidupnya dari kawasan tersebut.Batu bara 
merupakan bahan bakar terkotor di planet. Selain penyumbang utama gas rumah kaca, 
pembakaran batu bara juga menyebabkan dampak kesehatan yang luar biasa akibat 
polutan. Dampak negatif kesehatan tersebut diantaranya adalah Pembangkit Listrik 
Tenaga Batu bara menghasilkan gas SOx yang dikenal sebagai sumber gangguan paru-
paru dan berbagai penyakit pernafasan. Pembangkit Listrik Tenaga Batu bara 
menghasilkan gas NOx, yang bersama dengan gas SOx adalah penyebab dari fenomena 
"hujan asam".Fenomena ini diperkirakan dapat membawa dampak buruk bagi 
peternakan dan pertanian.Pembangkit Listrik Tenaga Batu bara menghasilkan gas COx 
yangmembentuk lapisan yang menyelubungi permukaan bumi dan menimbulkan efek 
rumah kaca ‘green-house effect’ yang pada akhirnya menyebabkan pergeseran 
cuaca/pemanasan global. 
 
Pembangkit Listrik Tenaga Batu bara menyebabkan pencemaran logam-logam berat 
seperti Pb, Hg ,Ar, Ni, Se dan lain-lain, dengan kadar jauh di atas normal. Pembangkit 
Listrik Tenaga Batu bara menghasilkan partikel-partikel debu yang juga mengadung 
unsur-unsur radioaktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Partikel radioaktif 
tersebut umumnya bercampur dengan berbagai unsur lainnya, termasuk isotop 
radioaktif seperti uranium dan thorium.Unsur-unsur tersebut berasal dari hasil 
pembusukan produk, radium dan radon.Akibat pembakaran, beberapa partikel 
radioaktif ringan, seperti gas radon menguap dan tinggal (menumpuk) di atmosfir, 
namun sebagian besar masih berada di sekitar pembangkit listrik dalam bentuk 
limbah-abu batu bara. 
 
Polusi air yang disebabkan oleh generator (lebih-kurang dua pertiga dari panas yang 
dihasilkan oleh bahan bakar) terpaksa dilepas ke lingkungan melalui sikius pendingin, 
sehingga air yang keluar dari siklus sekunder ini akan mengalami kenaikan suhu yang 
dapat menggangu kesetimbangan ekosistim dari organisme yang hidup di sumber air 
tersebut.Dampak negatif ini bahkan akansemakin bertambah dengan adanya bahan-
bahan kimia pemurni air yang dicampurkan sebelum air tersebut masuk ke siklus 
pendingin.Direktur PT Bhimasena Power Indonesia Muhammad Effendi mengatakan 
masih ada 15 persen lahan yang harus dibebaskan untuk pembangunan 
PLTU,sedangkan Greenpeace Indonesia mencatat masih 35 persen atau sekitar 70 
hektare lahan warga yang belum dibebaskan. Proyek ini, mengalami masalah besar 
dalam pembebasan lahan.Sebanyak 50 pemilik lahan berani menolak menjual lahan 
dengan luas sekitar 55 hektar. 
 
Greenpeace mengimbau investor membatalkan pendanaan pembangunan proyek 
tersebut dan meminta pemerintah untuk beralih ke sumber energi non fosil seperti 
angin, tenaga surya, dan panas bumi.Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar 
di dunia, sekitar 28.000 megawatt.Data terakhir dari Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral, yang sudah dimanfaatkan hanya sekitar 1.500 megawatt. 
 
Aksi masyarakat Batang yang di dukung aktivis Greenpeace ke Kementerian 
Koordinator Bidang Ekonomi untuk bertemu Menko Ekonomi, Hatta Rajasa pada 
Rabu 30 April 2013.Masyarakat meminta pertanggungjawaban Hatta selaku Menko 
Ekonomi sekaligus ketua harian MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia).Banyak pihak di balik PLTU Batang, yakni World 
Bank melalui International Finance Corporation terlibat.Ada perusahaan patungan PT 
Bhimasena Power Indonesia. Perusahaan itu satu dari Indonesia (Adaro Power of 
Indonesia saham 34%), dan perusahaan Jepang  yaitu J-Power, dikenal sebagai Electric 
Power Development Co, saham 34%),dan Itochu Corp–rumah perdagangan Jepang, 
dengan saham 32%. Pihak lain yang bermain dalam pembangunan ini, yaitu Japan 
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Bank for International Coproration (JBIC).Ini pihak yag tertarik mendanai PLTU 
Batang sekaligus investor utama proyek ini. PLTU ini seringkali didorong oleh 
beberapa pihak, antara lain menteri perekonomian  Hatta Rajasa, Ketua Bappenas dan 
yang lain. Bank BRI, telah menyediakan uang tunai untuk pembebasan lahan. Bank-
bank asing swasta membuat sejumlah perjanjian pinjaman selama satu tahun untuk 
mendanai proyek antara lain, Smitomo Mitsui Trust (US$135 juta), Tokyo Mitsubishi 
UFJ (US$62 juta), Mizuho (US$18 juta), The Development Bank of Singapore (US$18 
juta), dan OCBC (US$18 juta). IFC, mengeluarkan dana US$ 33,9 juta melalui 
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. 
 
Sejak awal rencana pembangunan PLTU Batang banyak masyarakat desa tersebut yang 
resah. Penolakan terus dilakukan karena masyarakat khawatir proyek PLTU ini akan 
kehilangan mata pencaharian baik yang bekerja sebagai petani, maupun nelayan. Hal 
ini juga disampaikan masyarakat melalui Paguyuban Rakyat Batang Berjuang Untuk 
Konservasi. Masyarakat tidak ingin bernasib sama seperti masyarakat yang tinggal di 
sekitar PLTU Cilacap, dan PLTU lainnya. Warga terpaksa harus hidup di bawah 
ancaman penyakit akibat polusi PLTU Batubara, dan risiko kehilangan mata 
pencaharian turun-temurun sebagai petani dan nelayan, karena lahan hidupnya akan 
dibangun proyek PLTU. 
 
Banyak negara sudah mulai mengurangi penggunaan batu bara sebagai sumber energi. 
PemerintahIndonesia, justru masih merencanakan pertambangan maupun 
pembangunan PLTU batu bara. Padahal, penggunaan batu bara merusak lingkungan 
dan manusia. Saat ini, beberapa negara justru berkomitmen mengurangi penggunaan 
batu bara. China, misal menargetkan pengurangan penggunaan batu bara mulai 2017 
sebesar 30%.126 China mulai mengembangkan sumber energi terbarukan karena 
pencemaran udara sangat parah pernah melanda China tahun 2008. 
 
Lauri Myllyvirta, aktivis Greenpeace mengatakan, penggunaan batu bara menyebabkan 
60 ribu orang Indonesia meninggal tiap tahun. “Ini karena polusi batu bara 
menyebabkan kanker paru, stroke, penyakit pernafasan dan persoalan lain terkait 
pencemaran udara.” Fokus pada kajian pencemaran udara itu mengatakan, 
membangun puluhan pembangkit batu bara dan pertambangannya mengakibatkan 
jutaan rakyat Indonesia merasakan dampak buruk pencemaran udara beracun. 
Indonesia tidak mempunyai aturan khusus menangani pencemaran udara akibat 
pertambangan. Indonesia membangun banyak PLTU juga banyak eksplorasi tambang 
batu bara. Masyarakat di dekat PLTU maupun lokasi tambang sangat dirugikan. 
Mereka akan menghirup udara dari batu bara itu. 
 
Sejak tahun 2012 China berusaha mengembangkan energi angin, solar panel dan 
berbagai sumber energi terbarukan lain. Bruce Buckheit, mantan Badan Perlindungan 
Lingkungan Hidup Amerika Serikat, berpendapat senada. Dia mengatakan, tahun 
1960-an, udara di Amerika Serikat begitu kotor karena banyak pembangkit listrik 
tenaga batu bara tak menggunakan teknologi untuk mengurangi pencemaran udara 
seperti scrubber. di Amerika Serikat, meskipun banyak PLTU Batu bara mengklaim 
menggunakan teknologi lebih bersih, namun pada kenyataannya sekitar 13.000 orang 
tewas akibat terpapar polutan yang dilepaskan PLTU Batu bara.Keadaan ini, 
mendorong pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan peraturan kualitas udara bersih 
tahun 1970 hingga menyebabkan ratusan perusahaan batu bara ditindak hukum 
bahkan berhenti beroperasi. 
 
Sementara itu, Donna Lisenby, Koordinator Kampanye batu bara Global Waterkeeper 
Alliance, mengatakan, pencemaran tambang batu bara terjadi mulai kegiatan 
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penambangan, pengangkutan hingga pembangunan PLTU. “Pencemaran batu bara 
berakibat langsung pada pencemaran air. Limbah yang ditahan tidak dibuang ke udara, 
akan terbuang ke tanah atau air. Ini mengakibatkan pencemaran di hulu dan hilir 
sungai”. Pencemaran di tanah dan air akan berakibat buruk bagi pertanian. Lahan 
gambut yang berfungsi sebagai penjernih air bisa rusak.Tak pelak, ketahanan pangan 
bisa hancur. 
 
Aktivis dari Renuka Saroha, menjabarkan kondisi di India. Penggunaan batu bara pada 
pembangkit listrik di India menyebabkan persoalan sangat serius bagi lingkungan 
hidup.  Batu bara awal dari kematian manusia, lingkungan dan kebudayaan. “Budaya 
rusak ketika eksplorasi tambang batu bara dilakukan karena memaksa orang yang 
tinggal di lokasi itu pindah.” Di India, korban yang tewas akibat polusi batu bara 
diperkirakan mencapai 85.000 setiap tahunnya. India, mengimpor batu bara dari 
Indonesia dalam jumlah sangat besar bukan untuk ketersediaan listrik, atau 
pembangunan mensejahterakan rakyat. Namun, hanya menguntungkan politisi dan 
pengusaha, sedang masyarakat malah rugi. 
 
Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Ujungnegoro–Roban Kabupaten Batang 
ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005 tanggal 15 
Desember 2005. Isi surat tersebut meliputi Wilayah Pantai Ujungnegoro sebagai upaya 
melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan kawasan secara optimal. Merupakan 
bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Batang dalam mendukung program Kawasan 
Konservasi Perairan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. KKLD 
Pantai Ujungnegoro–Roban secara geografis terletak pada 06052’00’’ LS – 109050’59’’ 
BT memiliki luas kawasan laut sebesar 6.800 Ha dan kawasan terestrial seluas 93,75 ha 
yang terdiri dari empat desa yaitu Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Desa 
Ponowareng dan Desa Kedung Segog Kecamatan Roban. 
 
Pendekatan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro – Roban sebagai 
KKLD adalah dikarenakan kawasan ini melindungi 3 obyek penting dalam menjaga 
ekosistem, yaitu (1) kawasan Karang Kretek yang memiliki peran penting melindungi 
potensi sumberdaya ikan bagi nelayan tradisional; (2) kawasan situs Syekh Maulana 
Magribi yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Batang; dan (3) kawasan 
wisata pantai Ujungnegoro 5 yang memberikan andil pada perkembangan industri 
pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Batang. 
 
Pengalihgunaan Kawasan Konservasi Laut Daerah menjadi lokasi pembangunan PLTU 
Batu bara jelas melanggar perundang-undangan, dan meresahkan nasib ribuan 
masyarakat Batang yang menggantungkan penghidupandari kawasan kaya ikan 
tersebut. Pemberian ijin pembangunan PLTU Batu bara di kawasan ini jelas 
bertentangan dengan  prinsip-prinsip “Blue Economy” yang diusung oleh Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, karena keberadaan PLTU Batu bara di kawasan ini jelas akan 
merusak ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat setempat.  
 
Sekitar 700 orang perwakilan warga Batang, Jawa Tengah yang tergabung dalam 
Paguyuban Rakyat Batang Berjuang Untuk Konservasi (PRBBUK) juga mendatangi 
Jakarta untuk melakukan aksi penolakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 
Uap (PLTU) Batu bara berkapasitas 2000 megawatt dibantu dengan aktivis 
Greenpeace.139 Proyek PLTU itu rencananya akan dibangun di Desa Ujungnegoro dan 
Desa Karanggeneng, Kabupaten Batang Jawa Tengah. Aksi yang didukung oleh 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum 
Semarang (LBH) Semarang dan Greenpeace kali ini ditujukan kepada Hatta Rajasa, 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam aksinya, warga Batang mendesak 
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Hatta Rajasa sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dan Ketua Pelaksana Harian 
MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) 
untuk menghentikan dan membatalkan rencana pembangunan PLTU Batu bara 
Batang. 
 
Masyarakat Batang serta Greenpeace mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang 
mega proyek MP3EI.Pembangunan seharusnya mengutamakan kesejahteraan dan 
keselamatan rakyat bukan justru memberikan rasa khawatir rakyat Indonesia. Rencana 
pembangunan PLTU Batu bara Batang, merupakan contoh betapa proyek MP3EI 
kurang memperhatikan keselamatan warga. Lima desa di Batang yang akan terkena 
dampak dari mega proyek ini di antaranya di Desa Karanggeneng, Desa Roban, Desa 
Ujungnegoro, Desa Wonokerso, dan Desa Ponowareng.Proyek raksasa ini akan 
menggunakan lahan seluas 370 hingga 700 hektar, mengambil alih lahan pertanian 
produktif. Kemudian sawah beririgasi teknis seluas 124,5 hektar, perkebunan melati 20 
hektar dan sawah tadah hujan seluas 152 hektar. PLTU ini akan dibangun di Kawasan 
Konservasi Laut DaerahUjungnegoro-Roban, yang merupakan kawasan kaya ikan dan 
terumbu karang. Kawasan ini merupakan wilayah tangkapan ikan nelayan dari 
berbagai wilayah di Pantai Utara Jawa. 
 
Selain mengancam mata pencaharian petani, proyek ini juga dinilai juga akan 
menghilangkan mata pencaharian nelayan di empat desa pesisir yaitu Desa 
Ujungnegoro, Desa karanggeneng, Desa Ponowareng, dan Desa Kedung Segog. Wilayah 
tersebut sebenarnya masuk kawasan konservasi laut daerah (KKLD) Ujungnegoro. 
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) membuat riset yang hasilnya adalah 
kawasan pesisir Batang seluas 6.893,75 hektare dengan panjang bentang pantai sejauh 
7 km, merupakan kawasan pantai yang baik yang tersisa di pantai utara Jawa. Kawasan 
dengan terumbu karang dan padang lamun yang baik ini tidak hanya menopang 
kehidupan 10.000 orang nelayan Batang. Tetapi juga nelayan di sekitarnya seperti 
Subang, Indramayu, Tegal, Pati, Demak, bahkan hingga ke Probolinggu di Jawa 
Timur.NelayanProbolinggo mencari ikan di kawasan Batang karena perairan disana tak 
lagi produktif setelah berdirinya PLTU Paiton yang mengakibatkan kerusakan terumbu 
karang dan pencemaran laut. Jika hal serupa terjadi di Batang, maka nelayan seluruh 
kawasan utara Jawa praktis akan terancam kehilangan penghasilannya. Kiara (Koalisi 
Rakyat untuk Keadilan Perikanan) juga menghitung dalam sebulan dengan waktu 
melaut 20 hari, nelayan Batang rata-rata mendapat penghasilan sebesar 8 juta. Jika 
proyek PLTU Batang jadi berdiri maka penghasilan itu akan hilang walaupunberganti 
profesi menjadi pekerja PLTU, dikarenakan pendidikan rata-rata hanya tamat sekolah 
dasar hanya bisa mendapatkan posisi sebagai tenaga buruh. 
 
Karena itulah sekitar 7000-an warga petani dan nelayan Batang secara konsisten terus 
menolak pembangunan proyek PLTU tersebut. Proyek yang dicanangkan pada Oktober 
2011 terus mengalami penundaan.Greenpeace bersama lembaga swadaya lain yang 
terlibat mengadvokasi masyarakat Batang seperti Kiara dan YLBHI membantu 
memberikan solusi. Dana sebesar US$ 4 miliar yang rencananya akan digunakan 
membangun PLTU Batang sebaiknya dialihkan untuk membangun energi terbarukan 
yang lebih bersih seperti pemanfaatan panas bumi, energi hidro, potensi angin 
sehingga dapat menghentikan pemerintah yang kecanduan bahan bakar fosil supaya 
beralih pada pemanfaatan energi terbarukan untuk memastikan masa depan yang 
bersih dan aman bagi masyarakat Indonesia. 
 
Sikap pemerintah yang tetap bersikeras melanjutkan rencana pembangunan PLTU 
Batu bara di Batang, menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan 
warga di bawah kepentingan pengusaha, rencana ini bukan hanya bertolak belakang 
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dengan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi emisi 
karbon dari Indonesia, tetapi juga  bertentangan dengan semangat MP3EI yaitu 
mengutamakan proyek pembangunan yang berkontribusi untuk mengurangi emisi gas 
rumah kaca dari Indonesia.Selain mengancamkelestarian lingkungan dan kesehatan 
warga sekitar, dalam proses pembangunannya PLTU Batang juga telah menimbulkan 
berbagai ekses negatif terhadap warga yang menentang keras rencana pembangunan 
proyek raksasa ini. Perjuangan masyarakat Batang ke Jakarta ini harus diapresiasi oleh 
Pemerintah, sebagai wujud perjuangan hak dan sudah sepatutnya pemerintah untuk 
menanggapi aspirasi warga untuk membatalkan rencana proyek PLTU Batang sebagai 
wujud Negara bisa mendengar dan melihat terhadap aspirasi dan keinginan rakyat 
bukan keinginan pemodal. 
 
Civil society terbentuk dari sebuah sistem internasional. Sistem internasional memilik 
aktor yaitu state dan non state, di dalam non state terdiri dari individu, organisasi, dan 
grup. Salah satu organisasi yang ada dalam sebuah negara adalah Greenpeace. 
Greenpeace merupakan perwujudan civil society non state yang berada di dalam 
sistem internasional. Di dalam sistem internasional adanya NGO sudah diakui. 
Hubungan yang demokratis antara negara dan masyarakat dapat tumbuh lewat 
perkembangan NGO. Karena NGO adalah bagian dari social political gorvenance dari, 
oleh, dan untuk masyarakat untuk menyalurkan aspirasi melalui tulisan atau pun aksi. 
Dalam hal ini Greenpeace dapat terbentuk karena adanya partisipasi dari civil society 
sehingga organisasi tersebut dapat bergerak sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup 
yang menjadikan dunia aman dan damai yang dimiliki organisasi tersebut. Civil society 
juga diwujudkan dengan adanya partisipasi masyarakat Batang. Masyarakat Batang 
melakukan aksi untukmempertahankan wilayah batang tetap terjaga dari bahaya yang 
akan terjadi jika proyek PLTU yang menggunakan batu bara dibangun. Jadi di dalam 
organisasi Greenpeace juga terdapat masyarakat Indonesia yang berperan aktif secara 
langsung. 
 
Greenpeace sebagai Non Govermental Organization ikut mengawasi pemerintah 
dalam membuat kebijakan pemerintah.Supaya tetap sesuai dengan aturan yang 
berlaku serta untuk menjadikan dunia hijau dan damai demi keberlangsungan hidup 
untuk generasi penerus. Greenpeace mengawasi dalam bentuk melakukan riset dari 
rencana pembangunan PLTU batu bara di Batang. Greenpeace mengungkapkan 
dampak dari batu bara untuk lingkungan dengan kandungan merkuri dan zat lainnya 
yang akan merusak biota laut. Dengan adanya PLTU batu bara juga dapat 
menimbulkan hujan asam yang berdampak terhadap masyarakat Batang akan mudah 
terserang penyakit kulit, gangguan pernafasan, dan lainnya. Greenpeace ikut 
mengawasi pemerintah dalam membuat kebijakan dengan memantau UU, Perpres, 
Inpres yang dikeluarkan.Wilayah konservasi laut, AMDAL juga ikut diperhatikan oleh 
Greenpeace. Masyarakat Batang sadar akan riset yang dikemukakan Greenpeace 
dengan wujud ikut berjuang menjaga lingkungan karena sebagian besar rakyat bekerja 
sebagai nelayan dan petani yang memerlukan lahan yang akan dibangun menjadi 
PLTU.  Masyarakat Batang menolak karena tidak menginginkan wilayahnya akan 
tercemar oleh dampak bahan bakar batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar 
PLTU. 
 
Greenpeace merupakan NGO yang memberdayakan (empowering) masyarakat untuk 
menjadi organisasi terbuka akan informasi, perdebatan, danlainnya dalam rangka 
mengembangkan suatu bentuk pertukaran atau transfer ilmu pengetahuan. Dalam hal 
ini Greenpeace dapat terbentuk karena adanya partisipasi dari civil society sehingga 
organisasi tersebut dapat bergerak di bidang lingkungan hidup.Sesuai dengan 
kapasitas melestarikan lingkungan hijau, aman, dan damai.  Partisipasi masyarakat 
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yang tergabung dalam Greenpeace dapat ikut serta dalam proses pembangunan dan 
demokratisasi. Greenpeace menggunakan data-data riset, Greenpeace juga melakukan 
upaya lobi dengan melakukan aksi damai dengan melakukan orasi sesuai dengan 
keperluan lingkungan hijau dan damai terkait pembangunan PLTU di Batang untuk 
menarik simpati pemerintah. Upaya berikutnya melakukan diplomasi untuk mengejar 
tujuannya. Diplomasi yang dilakukan diantaranya dengan bertemu langsung dengan 
institusi terkait diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, 
mengirimkan surat resmi untuk presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bertemu dengan 
pemilik investasi salah satunya J-Power. 
 
Greenpeace merupakan salah satu NGO yang terbukti dapat mengubah kebijakan 
pemerintah dalam pembangunan PLTU di Batang. Pada akhirnya Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres menunda pembangunan PLTU hingga 
2014. PLTU Batang dinilai melanggar Perpres Nomor 67/2005 yang diubah dengan 
Perpres Nomor 13/2010 dan Nomor 56/2011.Decision making terdapat pada proses 
tawar menawar yang terjadi antara pemerintah, pemilik investasi, masyarakat Batang, 
dan Greenpeace terwujud dengan mengubah kebijakan pemerintah menghentikan 
sementara proyek pembangunan PLTU Batang. Selama dua tahun terakhir, warga 
Batang aktif menolak pembangunan PLTU. Berkat perjuangan masyarakat Batang, 
pembangunan ditunda. Seharusnya, peletakan batu pertama 6 Oktober 2012, namun 
karena protes keras dari masyarakat hal tersebut tidak dapat terwujud. Hingga 
akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres menunda 
pembangunan PLTU hingga 2014.149 PLTU Batang dinilai melanggar Perpres Nomor 
67/2005 yang diubah dengan Perpres Nomor 13/2010 dan Nomor 56/2011. Perpres 
tersebut berisi tentang proyek Kemitraan Swasta Umum, PLTU Batang harus 
mengikuti Pepres tersebut. Dalam Perpres dijelaskan bahwa proyek-proyek 
pembangkit listrik agar meraih penutupan keuangan dalam satu tahun meliputi ganti 
rugi pembebasan lahan serta pembangunan. Perjanjian jaminan proyek ditandatangani 
pada tanggal 06 Oktober 2011 dengan batas akhir keuangan 6 Oktober 2012. Namun 
proyek ditunda karena penolakan masyarakat lokal dan financial close diperpanjang 
selama dua tahun berturut-turut hingga tahun 2014, jika mengikuti aturan yang ada 
bukan hanya penundaan sebagai keputusan akhir tetapi pembatalan yang terjadi. 
 
Sesuai PP Nomor 1/2012 tengang AMDAL, sebuah dokumen AMDAL harus memenuhi 
4 aspek yaitu hukum, lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi.Dari sisi hukum tidak 
memenuhi karena proyek bertentangan dengan peraturan yang sudah ada, dari sisi 
lingkungan pemerintah hanya memperhatikan sebagian aspek darat, dari sisi sosial 
budaya adanya konflik dengan masyarakatBatang yang tidakmenyetujui seharusnya 
dokumen AMDAL tidak bisa diloloskan.Dari sisi ekonomi seperti sudah dihitung Kiara, 
proyek ini jelas mengancam penghidupan ribuan nelayan Batang dan dari daerah 
sekitarnya yang menggantungkan hidup dari tangkapan ikan di perairan Batang. 
 
Warga Batang juga memakai beberapa dasar pasal untuk memperkuat penolakan 
pembangunan PLTU di Batang yang dinilai telah dilanggar oleh pemerintah. Pertama, 
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedua, pasal 28H ayat (1) UUD 1945 
menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak rakyat Batang menolak 
pembangunan PLTU karena pembangunan PLTU akan menghilangkan akses 
perekonomian. UU Nomor 11 tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya juga 
menjamin warga negara harus dilindungi hak miliknya, namun pada kenyataannya 
pemerintah lebih membela investor. 
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Kesimpulan 
 
Dengan diusulkannya proyek unggulan PLTU batu bara Batang 2.000 MW di 
Indonesia akan mengembangkan 117 pembangkit listrik tenaga baru dengan batu bara. 
Adanya dukungan dari Jepang dan Bank Dunia bisa mempercepat rencana tersebut, 
namun dampak sosial dan lingkungan hidup di antaranya emisi karbon akibat batu 
bara dapat menjadikan Indonesia dengan cepat mengalami bencana dengan perubahan 
iklim.  
 
Sistem internasional memilik aktor yaitu state dan non state, di dalam non state terdiri 
dari individu, organisasi, dan grup. Salah satu organisasi yang ada dalam sebuah 
negara adalah Greenpeace. Dalam hal ini Greenpeace dapat terbentuk karena adanya 
partisipasi dari civil society sehingga organisasi tersebut dapat bergerak di lingkungan 
hidup. Sesuai dengan kapasitas melestarikan lingkungan hijau, aman, damai. Civil 
society juga diwujudkan dengan adanya partisipasi masyarakat Batang. Masyarakat 
Batang melakukan aksi untuk mempertahankan wilayah Batang tetap terjaga dari 
bahaya yang akan terjadi jika proyek PLTU yang menggunakan batu bara dibangun. 
 
Salah satu peranan Greenpeace sebagai Non Government Organization ikut 
mengawasi pemerintah dalam bentuk melakukan riset dari rencana pembangunan 
PLTU batu bara di Batang. Greenpeace mengungkapkan dampak dari batu bara untuk 
lingkungan dengan kandungan merkuri dan zat lainnya akan merusak biota laut. 
Dengan adanya PLTU batu bara juga dapat menimbulkan hujan asam yang berdampak 
masyarakat Batang akan mudah terserang penyakit kulit, gangguan pernafasan, dab 
lainnya. Greenpeace ikut mengawasi pemerintah dalam membuat kebijakan 
pemerintah dengan memantau UU, Perpres, Inpres yang dikeluarkan 
pemerintah.Wilayah konservasi laut, AMDAL juga ikut diperhatikan oleh Greenpeace. 
 
Greenpeace merupakan NGO yang memberdayakan masyarakat untuk menjadi 
organisasi terbuka akan informasi, perdebatan, dan lainnya dalam rangka 
mengembangkan suatu bentuk pertukaran atau transfer ilmu  pengetahuan. Dalam hal 
ini Greenpeace dapat terbentuk karena adanya partisipasi dari civil society sehingga 
organisasi tersebut dapat bergerak di bidang lingkungan hidup.Sesuai dengan 
kapasitas melestarikan lingkungan hijau, aman, dan damai.  Partisipasi masyarakat 
yang tergabung dalam Greenpeace dapat ikut serta dalam proses pembangunan dan 
demokratisasi.Greenpeace menggunakan data-data riset, Greenpeace juga melakukan 
upaya lobi dengan melakukan aksi damai dengan melakukan orasi sesuai dengan 
keperluan lingkungan hijau dan damai terkait pembangunan PLTU di Batang untuk 
menariksimpati pemerintah.Upaya berikutnya melakukan diplomasi untuk mengejar 
tujuannya. Diplomasi yang dilakukan diantaranya dengan bertemu langsung dengan 
institusi terkait diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta 
Rajasa,mengirimkan surat resmi untuk presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bertemu 
dengan pemilik investasi salah satunya J-Power. 
 
Greenpeace yang merupakan salah satu NGO juga terbukti dapat mengubah kebijakan 
dalam pembangunan PLTU di Batang.Hingga akhirnya Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono mengeluarkan Perpres menunda pembangunan PLTU hingga 2014.PLTU 
Batang dinilai melanggar Perpres Nomor 67/2005 yang diubah dengan Perpres Nomor 
13/2010 dan Nomor 56/2011.Hal ini terjadi atas upaya decision making.Decision 
making terdapat pada proses tawar-menawar yang terjadi antara pemerintah, pemilik 
investasi, masyarakat Batang, dan Greenpeace terwujud dengan mengubah kebijakan 
pemerintah dengan menghentikan sementara proyek pembangunan PLTU Batang. 
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